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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 
 

NOMOR 10 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG 

STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI SAMPANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran 

secara efektif, efisien, dan akuntabel serta tidak sesuainya 
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar 

Harga Pemerintah Kabupaten Sampang, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar 

Harga Pemerintah Kabupaten Sampang. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan 

Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2730); 
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia        Nomor 3851); 
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30     

Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6409); 

  4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022     
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 6757); 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai 

Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 408); 

  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai 
Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2022 Nomor 2 Seri E); 
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1         

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024  
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Nomor 1); 
  10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar 

Harga Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 33). 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG 

STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG. 
 
 
 

Pasal I…. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33      
Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten 
Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 
Nomor 33) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar 
Harga Pemerintah Kabupaten Sampang diubah, sehingga 
menjadi sebagaimana tercantum dalam      Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

2. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar 
Harga Pemerintah Kabupaten Sampang diubah, sehingga 
menjadi sebagaimana tercantum dalam      Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

3. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar 
Harga Pemerintah Kabupaten Sampang diubah, sehingga 
menjadi sebagaimana tercantum dalam      Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

4. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar 
Harga Pemerintah Kabupaten Sampang diubah, sehingga 
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 
Ditetapkan di : Sampang 

Pada Tanggal :  28 Februari 2025 
 

BUPATI SAMPANG 
 
        ttd 

 
SLAMET JUNAIDI 

 
Diundangkan di : Sampang 

pada tanggal : 28 Februari 2025 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 
      ttd 

 
 

YULIADI SETIYAWAN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR 10 


